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KOTA MANNA - Persoalan
aset di Kabupaten Beng-
kulu Selatan (BS) terus me-
nimbulkan persoalan. Ter-
baru, Dinas Perikanan BS
mengusulkan agar kredit
pengadaan perahu nelayan

Aset Rp 500 Juta Minta Dihapuskan

kab BS, dipastikan BS sulit
mendapatkan status Wajar
Tanpa Predikat (WTP).
Seperti dijelaskan Kabid
Perikanan Tangkap Dinas
Perikanan BS Syaiful Anwar,
masalah kredit macet itu

tahun 2001 senilai Rp/700 ’m
{ oleh ‘wl gfﬁ 'Eapﬁlga

juta, bisa dihapuskan.\Se-
bab dari nilai bantuan yang
diberikan tersebut, masih
menyisahkan Rp 500 juta
yang menunggak.

Kredit bantuan kapal tem-
pel yang diserahkan kepada
kelompok nelayan tahun
2001 lalu, menjadi tung-
gakan sebesar Rp 500 juta.
Karena bantuan sebesar Rp
700 juta tersebut baru dicicil
sebesar Rp 200 juta. Padahal
durasi peminjaman sudah
mencapai 18 tahun.

Karena itu, Dinas Perikan-
an Kabupaten BS meminta
persetujuan kepada bupati
supaya kredit macet terse-
but bisa dihapuskan dari
daftar aset milik Pemkab BS.
Karena Kalau aset tersebut
masih tercatat milik Pem-

berbagai kendala sehingga
bantuan dari Dinas Kelau-
tan dan Perikanan (DKP)
tersebut tak bisa dilunasi
paranelayan yang menerima
bantuan.

“Ya sulit untuk dilunasi
karena kendala di nelayan.
Kerena ituminta pada bupati
agar aset Rp 500 dihapuskan
saja,” ujar Syaiful dengan
nada serius.

Terakhir, tahun 2018 lalu
bantuan sebesar Rp 700 juta
tersebut baru dilunasi Rp
200 juta. Masih menyisah-
kan Rp 500 juta. Dan usulan
penghapusan aset oleh DKP
menjadi salah satu usulan
terbesar yang pernah diaju-
kan oleh OPD di Kabupaten
BS.(tek)



